
SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

RUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR 53

UN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA PENERIMAAN

KHUSUS DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS
PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

a. bahwa dalam rangka tertib, efisiensi dan efektivitas
administrasi pengelolaan, pelaporan
pertanggungjawaban pengelolaan dana otonomi
khusus perlu dilakukan penyempurnaan pedoman
pengelolaan;

b. bahwa Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 53
Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Dana
Penerimaan Khusus Dalam Rangka Pelaksanaan
Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat disesuaikan
dengan kebutuhan, sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 53
Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Dana
Penerimaan Khusus Dalam Rangka Pelaksanaan
Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat;
Undang—Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi
Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten
Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor'S Tahun 2000 tentang
Perubahan. Atas Undang—Undang Nomor 45 Tahun
1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya
Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai,
Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota
Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018 /PUU—
1/2003;
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan
Undang—Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas
Undang—Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi
Undang—Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 1 12, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4884);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang—Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendahara—an Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang—Undang Nomor 2 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5589);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara-_

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
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11.

12.
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14.

15.

16.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Menteri Dalam. Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 201 1 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 201 1 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana
Alokasi Khusus Di Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus
Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 594);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
196 / PMK.07 /20 1 3 tentang Pedoman Umum dan
Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Dan
Provinsi Papua Barat Serta Dana Tambahan
Infrastruktur Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat
Tahun Anggaran 2014;
Peraturan Menteri _Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036”-
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/ PMK.07 / 20.1 '7

tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana
Desasebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.O7/2017
tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana
Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2017
tentang Perangkat Daerah Provinsi Papua dan Provinsi
Papua Barat (Berita Daerah Provinsi Papua Barat
Tahun 2017 Nomor 349);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
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Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang)
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;Peraturan Gubernur Papua Barat
Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan
Dana Penerimaan Khusus Dalam Rangka Pelaksanaan
Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat (Berita Daerah
Provinsi Papua Barat Tahun 2018 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR 53 TAHUN
20 1 8 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA
PENERIMAAN KHUSUS DALAM RANGKA PELAKSANAAN
OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA BARAT.

netapkan

Pasal I

berapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 53 Tahun
18 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Penerimaan Khusus Dalam Rangka.
sanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat diubah sebagai berikut:

Ketentuan dalam BAB II Pasal 2 ayat (2) diubah dengan menambahkan
Lampiran III, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II
PEDOMAN PELAKSANAAN

Pasal 2
(1) Tetap.
(2) Uraian pedoman pengelolaan dana Otonomi Khusus sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II

dan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Gubernur ini.

Ketentuan diantara BAB II dan BAB III disisipkan satu BAB baru, yaitu
BAB IIA dan diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan satu Pasal baru,
yaitu Pasal 3A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIA
MEKANISME PENGALOKASIAN

Pasal 3A
(1) Dana Otonomi Khusus yang diterima Provinsi Papua Barat sebesar

Rp.2.507.241.496.000,00 (dua triliun lima ratus tujuh milyar dua
ratus empat puluh satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

rupiah).
Peruntukkan tertentu /bantuan keuangan kepada organisasi
keagamaan atau nama lainnya 10% (sepuluh persen) atau sebesar
Rp.250.724.149.600,00 (dua ratus lima puluh milyar tujuh ratus
dua puluh empat juta seratus empat puluh sembilan ribu enam
ratus rupiah) dari total dana Otonomi Khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
Alokasi untuk Provinsi Papua Barat 10% (sepuluh persen) atau
sebesar Rp.250.724.149.600,00 (dua ratus lima puluh milyar tujuh
ratus dua puluh empat juta seratus empat puluh sembilan ribu

enam ratus rupiah).
Alokasi untuk Kabupaten/Kota 90% (sembilan puluh persen) atau
sebesar Rp.1.980.975.030.140,00 (satu triliun sembilan ratus
delapan puluh milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tiga
puluh ribu seratus empat puluh rupiah).
Hibah kepada Universitas Papua untuk penyelenggaraan pendidikan
pada Fakultas Kedokteran di Sorong sebesar Rp. 24.818.166.660,00
(dua puluh empat milyar delapan ratus delapan belas juta seratus
enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh rupiah).

Hibah kepada Universitas Papua sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) bersumber dari bagian Kabupaten/ Kota.
Alokasi dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat dibagi secara
proporsional berdasarkan instrumen pemerataan dan keadilan antar
Kabupaten/Kota berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS)
Provinsi Papua Barat sesuai kriteria dan indikator sebagai berikut:

a. Indeks Penduduk Orang Asli Papua sebesar 40% (empat puluh
persen);

b. Indeks Luas Wilayah sebesar 20% (dua puluh persen);
c. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 10% (sepuluh persen);

dan
d. Indeks Kemahalan Konstruksi sebesar 30% (tiga puluh persen).

Ketentuan dalam Lampiran I BAB I huruf D diubah dengan menghapus
nomor 2 dan nomor 3, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

UMUM
Tetap.

PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN

Tetap.



C. MAKSUD DAN TUJUAN

Tetap.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman pengelolaan dana otonomi khusus ini

berupa dana dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus 2% (dua

persen) dari Dana Alokasi Umum Nasional.

Ketentuan dalam Lampiran I BAB II huruf A nomor 1 huruf b diubah

dengan menambahkan besaran nilai minimal, huruf e angka 1) sampai

dengan angka 9), huruf f angka 1) huruf a) sampai dengan huruf f), angka

2) huruf a) sampai dengan huruf f), angka 3) huruf a) sampai dengan

huruf 0), angka 4) huruf a) sampai dengan huruf 0), angka 5) huruf a)

sampai dengan huruf c), huruf g angka 2), angka 3) dan angka 4) diubah

angka 5) dihapus, dan nomor 2 dan nomor 3 dihapus serta huruf C angka

2 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II
ALOKASI, ARAH DAN KEBIJAKAN

PENGELOLAAN DANA OTONOMI KHUSUS

A. ALOKASI DANA PENERIMAAN KHUSUS

l . Tetap.
a. Tetap.
b. Provinsi Papua Barat mendapat 30% (Tiga Puluh Persen)

dari dana sebagaimana dimaksud pada huruf a atau

sebesar Rp.2.507.241.496.000,— (Dua Triliun Lima Ratus

Tujuh Milyar Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Empat

Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah).

0. Tetap.
Tetap .

e. Alokasi dana sebesar 10% (sepuluh persen) sebagaimana
dimaksud dalam huruf d untuk membiayai:

l) Dana siap pakai siaga bencana;

2) Koordinasi, Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan

Pengawasan;
3) Penataan regulasi dalam rangka penyusunan

Peraturan Daerah Khusus dan Peraturan Daerah

Provinsi;
4) Bidang Pendidikan;
5) Bidang Kesehatan;
6) Bidang Ekonomi Kerakyatan;

7) Bidang Affirmasi Pendidikan;
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8) Operasional pelaksanaan tugas dan fungsi MRPB; dan

9) Bantuan kepada Dewan Adat/ Lembaga Masyarakat
Adat tingkat Provinsi.

f. Alokasi dana sebesar 90% (sembilan puluh persen) bagian
Pemerintah Kabupaten/ Kota untuk membiayai:

1) Pelayanan bidang pendidikan sekurang-kurangnya
sebesar 25% (dua puluh lima persen), meliputi:

a) Pendidikan Anak Usia Dini;

b) Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
c) Pendidikan Menengah;
(1) Pendidikan Tinggi;
e) Pendidikan Non Formal; dan
i) Pendidikan Luar Biasa.

2) Pelayanan bidang kesehatan sekurang-kurangnya
sebesar 15% (lima belas persen), meliputi:
a) pelayanan kesehatan dasar;
b) pelayanan kesehatan rujukan;
c) pelayanan kesehatan ibu dan anak;
d) pencegahan dan pemberantasan penyakit;
e) perbaikan gizi masyarakat; dan
f) jaminan kesehatan.

3) Pengembangan ekonomi kerakyatan meliputi:
a) perkreditan usaha ekonomi rakyat;
b) pemberdayaan ekonomi rakyat; dan
c) pengembangan komoditi unggulan.

4) Pembangunan infrastruktur kampung untuk:
a) pembangunan prasarana dan sarana perumahan

rakyat;
b) penerangan; dan
c) air bersih dan sanitasi.

5) Pembiayaan bantuan afirmasi untuk:
a) pendidikan;
b) pengembangan adat dan budaya;
c) perlindungan anak;
d) perlindungan perempuan;. dan
e) pembinaan keagamaan.

6) Tetap.
7) Tetap.



8) Tetap.

g. Penetapan besaran alokasi dana Otonomi Khusus bagi
Kabupaten/Kota sebesar 90% (sembilan puluh persen)
diatur secara berkeadilan bagi masing-masing Kabupaten/
Kota dengan Peraturan Gubernur tentang Ketentuan
Pengalokasian Dana Otonomi Khusus di Provinsi Papua
Barat yang didasarkan pada ' beberapa variabel sebagai
berikut:
1) tetap;
2) Luas Wilayah sebesar 20% (dua puluh persen);
3) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 10%

(sepuluh persen); dan
4) Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) sebesar 30%; (tiga

puluh persen)
5) Dihapus.

2. Dihapus.
3. Dihapus.

B- Tetap.

C. KEBIJAKAN PENGGUNAAN DANA OTONOMI KHUSUS
1. Tetap.
2. Dihapus.

Ketentuan dalam Lampiran I BAB III huruf B diubah dengan
menambahkan angka 8, huruf C nomor 2 huruf b angka 3), nomor 4

.

diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III
MEKANISME PENGELOLAAN DANA OTONOMI KHUSUS

PROVINSI PAPUA BARAT

A. PERENCANAAN
Tetap.

B- PENYALURAN DAN PENATAUSAHAAN
1 . Tetap.
2 Tetap.
3. Tetap.
4 Tetap.
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Tetap
Tetap.
Tetap.
Format laporan realisasi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

PELAKSANAAN, PENGENDALIAN, EVALUASI, PENGAWASAN DAN

PERGESERAN/ PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA

DEFINITIF.
1. Tetap.
2. Tetap.

a. Tetap.
b. Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

1) Tetap.
2) Tetap.
3) Laporan disampaikan sesuai tahapan transfer.
4) Tetap.
5) Tetap.
6) Tetap.
7) Tetap.

3. Tetap.

4. PENGAWASAN
Dalam rangka akuntabilitas dan transparansi serta

pemanfaatan penggunaan dana Otonomi Khusus, dilakukan
pengawasan penggunaan dana secara administratif,
penatausahaan keuangan dan hasil pelaksanaannya.

Pengawasan penggunaan anggaran atas pelaksanaan
program dan kegiatan pembangunan sebagai berikut:
a. Kepala Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran /

penanggung-jawab program dan kegiatan melakukan
pengawasan melekat/ pengawasan atasan langsung;

b. Inspektorat Daerah dan aparat pengawasan fungsional
pemerintah lainnya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang—undangan;

c. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah melalui pengawasan legislatif;
dan .

d. Masyarakat melalui pengawasan masyarakat.



Pasal II

turan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

memerintahkan pengundangan Peraturansetiap orang mengetahuinya,
nya dalam Berita Daerah Provinsi Papuabernur ini dengan penempatan

t.
Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 29 Maret 2019

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP /TTD

DOMINGGUS MANDACAN

dangkan di Manokwari
a tanggal 1 April 2019

KRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP /TTD

NATANIEL D. MANDACAN

TA DAERAH PROVINSI P * 'UA TAHUN 2019 NOMOR 7.

m., MM
PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19650818 199203 1 022
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ALOKASI DAN REALISASI PENYALURAN DANA OTONOMI KHUSUS DARI PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA ATAU NAMA LAIN

TAHUN ANGGARAN ....... “

PROVINSI : ........................... ?)
PENERIMAAN : Rp. .................... 3)
" hanya diisi oleh Provinsi

Table A. 1

PERMINTAAN PENYALURAN TAHAP I

No. URAIAN A
REALISASI PROSENTASE

wmsigsfmm" PENYALURAN REALISASI
' (Rp.) PENYALURAN (%)

(“ (2) (3) (4) (5)=(4)/(3)*100 (6)

1. PROVINSI PAPUA BARAT

KETERANGAN

2. KABUPATEN/KOTA
1. KABUPATEN .........
2. KOTA ............
3. Dst.

3. Lain-lain

JUMLAH
KETERANGAN:

”de… tahun Wafa“ sebelumnya ("-1)
' .......... , .................. 20..

2) Diisi dengan nama provinsi
- .

3) Diisi dengan total penerimaan dana otsus
An' (&qu1211831115:Brg]?ahkom

Kolom (1) Diisi dengan nomor urut '
'

Kolom (2) Diisi dengan nama provinsi dan/atau nama kabupaten/kota atau nama lain

Kolom (3) Diisi dengan alokasi anggaran
Kolom (4) Diisi dengan realisasi penyaluran
Kolom (5) Diisi dengan prosentase perbandingan antara realisasi penyaluran dengan alokasi anggaran ( .......................................... )

Kolom (6) Diisi dengan keterangan yang dianggap perlu
11



7,0 "J '

( _ . .“ " “OLI… D'i'
TAHUN ANGGARAN ..... 1)

Ir m"
PROVINSI : ........................... 2)

xPENERIMAAN : Rp. .................... 3)
-) hmya diisi oleh Provinsi Table A. 2

PERMINTAAN PERMINTAAN PENYALURAN TAHAP III
PENYALURAN TAHAP I PERMINTAAN PENYALURAN TAHAP II

No
ALOKASI PROSEN- ALOKASI REALISASI PROSEN-ANGGARAN TASE ANGGARAN PENYALURAN TASEURAIAN

KETERANGAN— (Rp-) ALOKASI ALOKASI REALISASI 3325ng (Rp.) (Rp.) REALISASI
ANGGARAN ANGGARAN PENYALURAN PENYALURAN PENYA—

(%) (Rp.) (Rp.) / LURAN
(00)

(0%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (s) (9) (10) …,
1. PROVINSI PAPUA BARAT

2_ KABUPATEN/KOTA

1. KABUPATEN
2. KOTA ............
3. Dst.
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No
A::LOIG'ISI

PROSENTA ALOKASI REALISASI PROSEN-

GGARAN SE ANGGARAN PENYALURAN TASE
URAIAN

(Rp-) ADOKASI ALOKASI REALISASI 33233381”: (Rp.) (Rp.) REALISASI
KETERANGAN

ANGGARAN ANGGARAN PENYALURAN PENYALURAN
PENYA-

(%I (Rp.) (Rp.) (%, WW0

m (2)
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) …” (11)

3. Lainlain

JUMLAH

mERANGAN:
1) Diisidengantahunanggaranberkenaan (Tn)

2) Diisi dengan nama provinsi
3) Diisi dengan total penerimaan dana otsus
Kolom (l) Diisi dengan nomor urut
Kolom (2) Diisi dengan nama provinsi dan/atau nama kabupaten/kota atau nama lain

Kolom (3) Diisi dengan alokasi anggaran
Kolom (4) Diisi dengan prosentase perbandingan anima alokasi anggaran dengan total penerimaan dan dana otsus
Kolom (5) Diisi dengan alokasi anggaran (apabila tidak ada perubahan, diisi sama dengan kolom 3)

Kolom (6) Diisi dengan realisasi penyaluran
Kolom (7) Diisi dengan prosentase perbandingan antara realisasi penyaluran dengan alokasi anggaran
Kolom (8) Diisi dengan alokasi anggaran (apabila tidak ada perubahan. diisi sama dengan kolom 5)

Kolom (9) Diisi dengan realisasi penyaluran
Kolom (10) Diisi dengan prosentase perbandingan antara realisasi penyaluran dengan alokasi anggaran
Kolom (] l) Diisi dengan keterangan yang dianggap perlu
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Sekretaris Daerah,
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PROVINSI

PENERIMAAN : Rp. .................... 3!

NO.

PROVINSI PAPUA BARAT

1.1.3 Dst.
1.2
1.3 Dst.

2. Dinas Kuehntan
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3 Dst.
1.2
1.3 Dst.

3.Dinastt.

TAHUN ANGGARAN ...... ')

PERMINTAAN PENYALURAN TAHAP I

ALOKASI REALISASI
ANGGARAN ANGGARAN

PROSENTASE
REALISASI

ANGGARAN
3 * 100

CAPAIAN
OUPUT

Table A. 3

KETERANGAN



ANGGARAN REALlSASI OUPUT
ANGGARAN

4 4 * 100
KABUPATEN KOTA

1. KABUPATEN .........

l. Dinqudidihn
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3 Dst.
1.2
1.3 Dst.

3. KABUPATEN KOTA Dst .............



sALOKASI REALISASI
"0' m…… ANGGARAN ANGGARAN

REALISASI OUPUT
KETERANGAN

R
ANGGARAN .,

( p.) (Rp.) (%,
(fu)

… (2) (3) (4) (5)=(4)/(3)*100 (6) (7)

C. Dst.

KETERANGAN:
1) Diisi dengan tahun anggaran sebelumnya (n— 1)

2) Diisi dengan nama provinsi
3) Diisi dengan total penerimaan dana otsus
Kolom (1) Diisi dengan nomor urut
Kolom (2) Diisi dengan nama provinsi dan/atau nama kabupaten/kota atau nama lain, organisasi, program dan kegiatan
Kolom (3) Diisi dengan alokasi anggaran
Kolom (4) Diisi dengan realisasi anggaran
Kolom (5) Diisi dengan prosentase perbandingan antara realisasi anggaran dengan alokasi anggaran
Kolom (6) Diisi dengan capaian ouput provinsi /kabupaten / kota atau nama lain, organisasi, program dan kegiatan
Kolom (7) Diisi dengan keterangan yang dianggap perlu
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An. .(.iuiiemur/ Bupati /Waliko
Sekretaris Daerah,



PROVINSI

PENERIMAAN

: ........................... ?!

:Rp. .................... 31
PERMINTAAN PENYALURAN

TAHAP I

AIDKASI '"
ALOKASI

ANGGARAN ANGGARAN
(RP-l (%)

PAPUA BARAT

nan-sma…
1.1Program .........

1.1.1 Kegiatan ........

1.1.2 Kegiatan .......
1.1.3 Dst.

1.2ngram ........
1.3 Dec…

2. bhn Muatan
1.1 Program .........

1.1.1

1.1.2
1.1.3 Dst.

1.2 Program ........
1.3 Dst.

3. Dinas Dut.

PROGRAM] KEGIATAN
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA ATAU NAMA LAIN

ALOKASI

(RP-I

TAHUN ANGGARAN .....“

PERMINTAAN PENYALURAN TAHAP II

PROSEN-
TASE

REALISASI oupu'r
ANGGARAN (%)

REALISASI

(Rp-)

AIDKASI

(RP-l

PERMINTAAN PENYALURAN TAHAP III

PROSEN-
TASE

REALISASI
REALISASI

(Rp-)

1 11

OUPUT
(%)

Table A. 4



AIDKASI TASE
AIDKASI

(Rp.) ANGGARAN

KABUPATEN / KUTA

1. KABUPATEN

1.1 Progam .........
1.1.1 Kegiatan ........

1.1.2 Kegiatan .......
1.1.3 Dst.

1.2 Program ........
1.3 Dat.

2. Dhe-Keuntu-
1.1 Program .........

1.1.1 Kegiatan ........

1.1.2 Kegiatan .......
1.1.3 Dst.

1.2 Program ........
1.3 Dst.

&Dhublt.

13. KOTA ............

25. KABUPATEN / KO
TA Dst. ............

AIDKASI

(RP-)

REALISASI TASE
ANGGARAN REALISASI

(Rp.) ANGGARAN

CAPAIAN
OUPUT

(%)

AIJOKASI

[Rp-)

REALISASI
ANGGARAN

(Rp.)

1

TASE
REALISASI
ANGGARAN

11

ou PUT
(%)

KETERANGAN



*) PROSEN— ' PROSEN— PROSEN-

NO. URAIAN ALOKASI TASE ALOKASI REALISASI TASE CAPAIAN ALOKASI REALISASI TASE CAPAIAN KETERANGAN

ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN ANGGARAN REALISASI OUPUT ANGGARAN ANGGARAN REALISASI OUPUT

(Rp-) ANGGARAN (Rp-) (Rp.) ANGGARAN (%) (Rp.) (Rp.) ANGGARAN (%)

__ ...
1%) (%) (%)

m (2) (3) (4) (5) 16) (7) (8) (9) (10) (n) (12) (131

c, Dot.

……
KETERANGAN:
!) Diisi dengan tahun anggaran berkenaan (Tn)

2) Bagi dengan nam provinsi .......... , .................. 20. .

3) Diisi dengan total penerimaan dana otsus An. Gubernur/ Bupati/Walikota
Kolom (1) Diisi dengan nomor urut Sekretaris Daerah,
Kolom (2) Diisi dengan nama provinsi dan/atau nama kabupaten/kota atau nama lain
Kolom (3) Diisi dengan alokasi anggaran
Kolom (4) Diisi dengan perbandingan:

- untuk baris provinsi] kab/kota dibandingkan dengan total penerimaan dana otsus
- untuk baris organisasi/program/kesiatandibandingkan dengan penerimaan dan atas prov/kab/kota (............... 4 .......................... )

Kolom (5) Diisi dengan alokasi anggaran (apabila tidak ada perubahan, diisi sama dengan kolom 3)

Kolom (6) Diisi dengan realisasi penyaluran
Kolom (7) Diisi dengan prosentase perbandingan antara realisasi penyaluran dengan alokasi anggaran
Kolom (8) Diisi dengan capaian ouput provinsi] kabupaten/kota atau nama lain, organisasi, program dan kegiatan
Kolom (9) Diisi dengan alokasi anggaran (apabila tidak ada perubahan, diisi sama dengan kolom 5)

Kolom (10) Diisi dengan realisasi penyaluran
Kolom (! ]) Diisi dengan prosentase perbandingan antara realisasi penyaluran dengan alokasi anggaran
Kolom (12) Diisi dengan capaian ouput provinsi/kabupaten] kota atau nama lain, organisasi, program dan kegiatan
Kolom (1.3) Diisi dengan keterangan yang dianggap perlu

19



PIN IRI MAAN Tabel A. 5
PERMINTAAN PENYALURAN TAHAP I

PROSENTASE
REALISASI
ANGGARAN

REALISASI
ANGGARANANGGARAN

KETERANGAN

PROVINSI PAPUA BARAT

1. Dinas Pendidikan
1.1 .........

1.1.1
1.1.2 .......
1.1.3 Dst.

1.2 ........
1.3 Dst.

2. Dinas Kesehatan



SKPD
.] Bantuan Untuk Pendidikan
.2 Hibah Untuk Pendidikan
.3 Bantuan Sosial Untuk Pendidikan
.4 Dst.

ATEN KOTA

1. KABUPATEN .........

ANGGARAN
(Rp-)

ANGGARAN
(Rp-)

21

REALISASI
ANGGARAN

00

OUPUT
(%)

KETERANGAN



3. SKPD
3.1 Bantuan Untuk Pendidikan
3.2 Hibah Untuk Pendidikan
3.3 Bantuan Sosial Untuk Pendidikan
3.4 Dst.

1.1.3 Dst.
1.2
1.3 Dst.

22

REALISASI
ANGGARAN

(Rp-)

REALISASI
ANGGARAN

00

CAPAIAN
OUPUT

(%)

KETERANGAN



PROSENTASE CAPAIAN
ALOKASI REALiSASl

ANGGARAN ANGGARAN
REALISASI OUPUT KETERANGAN

(Rp.) (Rp-)
ANGGARAN

100

3. SKPD
3.1 Bantuan Untuk Pendidikan
3.2 Hibah Untuk Pendidikan
3.3 Bantuan Sosial Untuk Pendidikan
3.4 Dst.

2. KABUPATEN KOTA Dst .............

Dst.

KETERANGAN:
1) Diisi dengan tahun anggaran sebelumnya (n-l)
2) Diisi dengan nama provinsi ......... 20.......... ,. . .. . . . .. . .

3) Diisi dengan total penerimaan dana otsus An. Gubernur] Bupati /Walikota
Kolom (l) Diisi dengan nomor urut taris Daerah
Kolom (2) Diisi dengan nama provinsi dan/atau nama kabupaten/kota atau nama lain, organisasi, program

sem ,

dan kegiatan
Kolom (3) Diisi dengan alokasi anggaran
Kolom (4) Diisi dengan realisasi anggaran
Kolom (5) Diisi dengan prosentase perbandingan antara realisasi anggaran dengan alokasi anggaran ( . )
Kolom (6) Diisi dengan capaian ouput provinsi] kabupaten/kota atau nama lain, organ…'. Program dan ..........................................
kegiatan/,
Kolom (7) Diisi dengan keterangan yang'dianggap perlu



PROVINSI
PENERIMAAN

" hanya diisi oleh Provinsi

PROGRAM/KEGIATAN PROVINSI DAN KABUPATEN / KOTA TAHUN ANGGARAN ...... "

Tabel A.6

NO. URAIAN

PERMINTAAN
PENYALURAN TAHAP I

PERMINTAAN PENYALURAN TAHAP II PERMINTAAN PENYALURAN TAHAP III

ALOKASI
ANGGARAN

(RP.)

PROSENTASE
AIDKASI
ANGGARAN

(%)
m

AIDKASI
ANGGARAN

(RP-)

REALISASI
ANGGARAN

(Rp-)

PROSENTASE
REALISASI
ANGGARAN

CAPAIAN
OUPUT
%)

AIDKASI
ANGGARAN

(RP.)

REALISASI
ANGGARAN

(RP-)

PROSENTASE
REALISASI
ANGGARAN

(%)

CAPAIAN
OU PU I

(%)

KETERANGAN

LPROVINSI PAPUA BARAT
EI EL JL &)

m 91 & UL Illl & (IJI

1. Dinas Pandu…
1.1Progm .........

1.1 . 1

Kegiatan ........
1.1.2 Kegiatan .......

1.1.3 Dst.
1.2PrQEn ........
1.3 Dst.

2. Dinas…m
1.1 Program .........

1.1.1
Kegiatan ........

1.1.2 Kegiatan .......

1.1.3 Dst.
1.2 Prggam ........
1.3 Dst.

24



SKPD

. 1 Bantuan Keuangan
Pendidikan

Hibah Untuk

Bantuan Sosial Untuk

4 Dat.

KOTA

KABUPATEN

1.1.2 Kegiatan ......

1.1.3 Dst.
1.2
1.3 Dst.

1.1.3 Dst.

25



1 Bantuan Keuangan
P |.“
Hibah Untuk

Bantuan Sosial Untuk

4 Dst.

3. KOTA ............

1.1.2 Kegiatan .......

1.1.3 Dst.
1.2
1.3 Dst.



3. sm
3.1 Bantuan Keuangan
Untuk Pendidikan

3.2 Hibah Untuk

3.3 Beriman
Pendidikan
3.4 Dat.

Untuk

4. KABUPATEN /K
OTA
Dat. ............

JUMLAH
KETERANGAN:
1) Diisi dengan tahun anggaran berkenaan (Tn) 20mm…“ provinsi ....…...,. ....... ...

3) Diisi dengan total penerimaan a… otaus An. Gubernur /BupaulWahkott
Kolom (1) Diisi dengan nomor urut '

Kolom (2) Diisi dengan nama provinsi dan/atau nama kabupaten/kota atau nama lain
SCkYCtBIlS Daerah,

Kolom (3) Diisi dengan alokasi alunan
Kolom (4) Diisi dengan perbandingan:

- untuk baris provimi/ kab] kota dibandingan dengan total penerimaan dana atau; .
- untuk baris organisai/prognm/kedmdibandingkan dengan penoriamaan dana ohus prov/kab/kota

Kolom (5) Diisi dengan alokasi arman (apabila tidak ada perubahan, diisi sama dengan kolom 3)

m……“ 1me. ()Kolom (7) Diisi dengan prosentase perbandingan antara realisasi penyaluran dengan alokni anggaran
Kolom (8) Diisi dengan apaian ouput provinsi/kabupm/kota atau nama lain, organisasi, program dan kegiatan
Kolom (9) Diisi dengan alokasi anggaran (apabila tidak ada perubahan, diisi sama dengan kolom 5)
Kolom (10) Di“… dengan realisasi penyaluran
Kolom (11) Diisi dengan prosentase perbandingan antara realisasi penyaluran dengan alokasi anggaran
Kolom (12) Diisi dengan capaian ouput provinsi/kabupaen/kota atau nama lain, organisasi, program dan kegiatan
Kolom (13) Diisi dengan keterangan yang dianggap perlu
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PROVINSI : ........................... ”
PENERIMAAN : Rp. .................... av

" diili oleh Provinsi

Tabel A. 7

PERMINTAAN PENYALURAN TAHAP I

ALOKASI REALISASI PROSENTASE CAPAIAN KETERANGAN

.
URA1AN"0 ANGGARAN ANGGARAN REALISASI (%)

ANGGARAN

(3) (4) (SPH)/(3? 100
&)

(6) m

SI PAPUA BARAT

1.1 .........
.......

1.1.3 Dst.
1.2 ........
1.3 Dst.

28



(2)

3. SKPD
3.1 Bantuan Untuk Pendidikan
3.2 Hibah Untuk Pendidikan
.3 Bantuan Sosial Untuk Pendidikan
.4 Dst.

TEN KOTA

1. KABUPATEN .........

1. Dinas Pendidikan
1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3 Dst.

1.2
1.3 Dst.

2. DinuKecehatan
1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3 Dst.

1.2
1.3 Dst.

(Rp.) ANGGARAN

(5)=(4)/(3)*100



(%

SKPD
.1 Bantuan Untuk Pendidikan
.2 Hibah Untuk Pendidikan
3.3 Bantuan Sosial Untuk Pendidikan
3.4 Dst.

2. KOTA ............
1. Dina: Pendidikan

1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3 Dst.

1.2
1.3 Dst.

2. Dinas Kesehatan
1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3 Dst.

1.2
1.3 Dst.

(RPJ ANGGARAN

(&=FHH3P100



ALOKASI

(Rp.)

(2) (3)

3. SKPD
3.1 Bantuan Untuk Pendidikan
3.2 Hibah Untuk Pendidikan
3.3 Bantuan Sosial Untuk Pendidikan
3.4 Dst.

3. KABUPATEN/KOTA Dst .............

Dst.

KETERANGAN:
!) Diisi dengan tahun anggaran sebelumnya (n-l)
2) Diisi dengan nama provinsi
3) Diisi dengan total penerimaan dana otsus
Kolom (1) Diisi dengan nomor urut
Kolom (2) Diisi dengan nama provinsi dan/atau nama kabupaten/kota atau nama lain. organisasi, progam
dan kegiatan
Kolom (3) Diisi dengan alokasi anggaran
Kolom (4) Diisi dengan realisasi anggaran
Kolom (5) Diisi dengan prosentase perbandingan antara realisasi anggaran dengan alokasi anggaran
Kolom (6) Diisi dengan capaian ouput provinsi/kabupaten] kota atau nama lain. organisasi, program dan

kegiatan
Kolom (7) Diisi dengan keterangan yang dianggap perlu

ANGGARAN

31

REALlSASl
ANGGARAN (Rp.)

(4)

PROSENTASE
REALISASI

ANGGARAN (%)

(5l=(4)/ (3)* 100

CAPALAN KETERANGAN
OUPUT (%)

(6) (7)

.......... 20..
An. Gubemur/ Bupati/Walikota

Sekretaris Daerah,

( .......................................... )



...,…””KE:? '- “?”-0 RS * * I'm PA N "6 tv“ 0 -!*c'ci*H“……

PROVINSI : ........................... m _

PEN ERIMAAN : Rp. .................... 3!
*» diisi oleh Provinsi

Tabel A. 8

PERMINTAAN
PENYALURAN TAHAP '

PERMINTAAN PENYALURAN TAHAP II PERMINTAAN PENYALURAN TAHAP III

ADOKASI ASE ALOKASI RBAUSASI
ALOKASI ANGGARAN

(RP-) (%) (RP.) (RP-)

KETERANGANPROSENTASE AwRASI REALISASI PROSENTASE
“WSAS' CAP… ANGGARAN REALISASI…… … (Rp.) (Rp.) ANGGARAN (%)

PROVINSI PAPUA BARAT

1. Dinas Pendidikan

l.1.2 Kegiatan .......

1.1.3 Dst.
1.2
1.3 Dst.

2. Dinas Kocok-tm



PENYALURAN !

AIDKASI PROSENTASE
ANGGARAN ALOKASI

(Rp-) 06)

8.
3.1 Bantuan Keuangan
Untuk Pendidikan
3.2 Hibah Untuk
Pendidikan
3.3 Bantuan Sosial Untuk
Pendidikan
3.4 Dat.

KABUPATEN

1. KABUPATEN

REALISASI PROSENTASE
ANGGARAN REALISASI

(Rp-) ANGGARAN (%)

33

CAPAIAN
oumrr eq

AIDKASI
ANGGARAN

(RP.)

REALISASI
ANGGARAN

(RP-l

REALISASI CAPAIAN
ANGGARAN (%)

KETERANGAN



SKPD

1 Bantuan Keuangan
Pendidikan
Hibah Untuk

Bantuan Sosial Untuk
Pendidikan
3.4 Dat.

2. KOTA ............

1. Dinas Pendidikan

1.1.2 Kegiatan .......

1.1.3 Dst.
1.2
1.3 Dat.

2. Dina kesehatan
1.1

1.1.1 Kegiatan ......

1.1.2



PERMINTAAN
PENYALURAN TAHAP !

PERMINTAAN PENYALURAN TAHAP Il PERMINTAAN PENYALURAN TAHAP …

PR“*… “mw-“ "38333“ Aam“ psm… mm???” …… …… …… "omm” …… …”…"
(Rp.) ANGGARAN (%) (Rp.) (Rp.) ”…gi…” (mmm “323?“ mmg… mmm…" oupur (56)

m
3 SKPD

&) ”' “' L &! m JL 191 & 353) ua nai

3.1 Bantuan Keuangan
Untuk Pendidikan
3.2 Hibah Untuk
Pendidikan
3.3 Bantuan Sosial Untuk
Pendidikan
3.4 Dst.

3. KABUPATEN/K
UTA
Dat. ............

C. Dst.
4.

…KETERANGAN:
1) Diisi dengan tahun angg… berkenaan (Tn)
2) Diisi dengan nama provinsi
3) Diiai dengan total penerimaan dana atau:
Kolom (l) Diisi dengan nomor urut
Kolom (2) Diisi dengan nama provinsi dan/atau nama kabupaten/kota atau nama lain
Kolom (3) Diisi dengan alokui anggaran
Kolom (4) Diiai dengan perbandingan:

- untuk baris provinsi/kab/kota dibandingan dengan total penerimaan dana ouus
- untuk baris m…]pmam/keg'amdibmdingkan de:… penerimaan dana ouua prov/kab/kota

Kolom (5) Diisi dengan alokaai anggaran (apabila tidak ada perubahan, diisi sama dengan kolom 3)
Kolom (6) Diisi dengn wali-asi penyaluran
Kolom (7) Diisi dengn proaentaae perbandingan antara realisasi penyaluran dengan alokasi anggaran
Kolom (8) Diisi dengan capaian ouput provinsi/kabupaten/kota atau nama lain, organisasi, prog-am dan kegiatan
Kolom (9) Diisi dengan alokaai anggaran (apabila tidak ada perubahan, diisi lama dengan kolom 5)
Kolom (10) Diisi dengan realisasi penyaluran
Kolom (1 )) Diisi dengan prosentase perbandingan antara realisasi penyaluran dengan alokasi anggaran
Kolom (12) Diisi denan capaian ouput provinsi/kabupaten] kota atau nama lain, organisasi, program dan kegiatan
Kolom (13) Diisi dengan keterangan yang dianggap penu

35

.co.cc-..., .................. 20.
An. Gubemur/Bupati/Waliko

Sekretaris Daerah,

(ssee.-selaaeaaeeaaeaaa.ae-eeeaovooaescell



REKAPITULASI ALOKASI DAN REALISASI PENGGUNAAN DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR DIURAIKAN BERDASARKAN
ORGANISASI, PROGRAM / KEGIATAN TAHUN ANGGARAN ...... "

PROVINSI : ........................... “'

PENERIMAAN : Rp. .................... ::
n hanya diisi oleh Provinsi Tabel A. 9

PERMINTAAN PENYALURAN TAHAP I
PROSENTASE

NO. URAIAN && $$$ REALISASI CAPAIAN KETERANGAN
ANGGARAN OUPUT (%)

(Rp-) (Rp.) (%)
“I (2) Ia [4] LSI-H)]B)"! 00 (6) (7)

A. PROVINSI PAPUA BARAT

1. Dinas Pendidikan
1.1 Program .........

1.1.1 Kegiatan........
1.1.2 Kegiatan.……
1. 1.3 DSL

1.2 Program .....
1.3 Dst.

2. Dinas Kesehatan
1.1 Program .....

1.1.1 Kegiatan ........
1.1.2 Kegiatan.......
1.1.3 Dst.

1.2 Program
1.3 Dst.

36



W…:— '——X

PERMINTAAN PENYALURAN TAHAP I
PROSENTASEALOKASI REALISASI AN

ANGGARAN ANGGARAN REALISASI CAPAIAN KETERANG

(Rp.) (Rp.)
ANGGARAN (%)

3. SKPD
3.1 Bantuan Untuk Pendidikan
3.2 Hibah Untuk Pendidikan
3.3 Bantuan Sosial Untuk Pendidikan
3.4 Dst.

KABUPATEN KOTA

6. KABUPATEN

1. Dinas Pendidikan

37



REALISASI
ANGGARAN

(Rp—)

REALISASI CAPAIAN KETERANGAN
ANGGARAN UPUT (%)

3. SKPD
3.1 Bantuan Untuk Pendidikan
3.2 Hibah Untuk Pendidikan
3.3 Bantuan Sosial Untuk Pendidikan
3.4 Dat.
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PERMINTAAN PENYALURAN TAHAP !

. PROSENTASE
No. URAIAN ANALOGGKAgsgN 5153132; REALISASI CAPAIAN KETERANGAN

'

(Rp ) (Rp)
ANGGARAN OUPUT (%)

. . ”
…

& SKPD
(2) (3) (4)

(s)-usgrioo (6) (7)

3.1 Bantuan Keuangan Untuk Pendidikan
3.2 Hibah Untuk Pendidikan
3.3 Bantuan Sosial Untuk Pendidikan
3.4 Dst.

5. KABUPATEN] KOTA Dst .............

C. Dst.

JUMLAH
KETERANGAN:
1) Diisi dengan tahun anggaran sebelumnya (n- 1)
2) Diisi dengan nama provinsi
3) Diisi dengan total penerimaan dana otsus
Kolom (l) Diisi dengan nomor urut
mmm (2) Diisi dengan nama provinsi dan / atau nama kabupaten/kota atau nama lain, organisasi,
program dan kegiatan
Kolom (3) Diisi dengan alokasi anggaran
Kolom (4) Diisi dengan realisasi anggaran
Kulon (5) Diisi dengan prosentase perbandingan antara realisasi anggaran dengan alokasi
anggaran
Kolom (6) Diisi dengan capaian ouput provinsi/kabupaten] kota atau nama lain, organisasi,
mam dan kegiatan
Kolom (7) Diisi dengan keterangan yang dianggap perlu

39
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........, 20..
An. Gubernur] Bupati/Walikota

Sekretaris Daerah,

..................................... )
.



REKAPITULASI ALOKASI DAN REALISASI PENGGUNAAN DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR DIURAIKAN BERDASARKAN ORGANISASI,

PROGRAM] KEGIATAN TAHUN ANGGARAN ...... "

PROVINSI : ........................... TI
PENERIMAAN : Rp. .................... 31
'I diisi oleh Provinsi

Tabel A_ 10

PERMINTAAN
PENYALURAN TAHAP I

PERMINTAAN PENYALURAN TAHAP II PERMINTAAN PENYALURAN TAHAP …

ASE
ALOKASI ASE ALOKASI REALISASI ASE CAPAIAN ALOKASI REALISASI REALISASI

ALOKASI ANGGARAN REALISASI OUPUT ANGGARAN ANGGARAN
GUNT

(Rp.) 1%) (Rp-) (Rp.) 06) 1%) (Rp.) (Rp.) (%)

PROVINSI PAPUA BARAT

1. I .2 Kegiatan .......

1.1.3 Dat.
1.2
1.3 Dst.



PERMINTAAN
PENYALURAN TAHAP !

PERMINTAAN PENYALURAN TAHAP ll PERMINTAAN PENYALURAN TAHAP …

AIDKASI ASE ALOKASI REALISAS! ASE ALOKASI REALISASI

ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN REALISASI oupm' ANGGARAN & ouwr
(RP-) %) (RP—) (RP-) (%) (%) (RP-) (RP-) (%)

SKPD

1 Bantuan Keuangan
F |.“
Hibah Untuk

Bantuan Sosial Untuk

4 Dat.

KABUPATEN KOTA

1. KABUPATEN

1.1.2 Kegiatan .......

1.1.3 Dst.
1.2
1.3 Dat.



PERMINTAAN
PENYALURAN TAHAP ] PERMINTAAN PENYALURAN TAHAP " PERMINTAAN PENYALURAN TAHAP ll

ALOKASI PROSENTASE ALOKASI REALISASI ' &”;me CAPAIAN ALOKASI REALISASI ' !Mzosmml“SE
ANGGARAN AIDKASI ANGGARAN ANGGARAN oupu1' ANGGARAN ANGGARAN

(Rp.: 4%; (Rp-) (Rp.) “"m”“ (%) (RP.) (RP-)
ANGGARAN

3. SKPD
3.1 Bantuan Keuangan
Untuk Pendidikan
3.2 Hibah Untuk

3.3 Untuk

3.4 Dat.

1.1.3 Dst.
1.2
1.3 DSL



…—PERMINTAAN
PENYALURAN TAHAP !

PERMINTAAN PENYALURAN TAHAP ll PERMINTAAN PENYALURAN TAHAP …

NO. URAlAN AUOKASI "PROSENTASE ALOKASI REALISASI P2352123 CAPAIAN ALOKASI REALISASI 3225235le CAPAlAN KETERANGAN

ANGGARAN ADOKASI ANGGARAN ANGGARAN
ANGGARAN OU PUT ANGGARAN ANGGARAN ANGGARAN

OUPUT
(Rp.) ANGGARAN (%) (Rp.) (RP.)

(%) (%) (Rp.) (Rp.) (%)
(%)

… m (31 141 [51 161 m (9) BL (Io) (I II (nl II:)
3. SKPD
3.1 Bantuan Keuangan
Untuk Pendidikan

3.2 Hibah Untuk
Pendidikan
3.3 Bantuan Sosial Untuk
Pendidikan
3.4 Dst.

3. KABUPATEN/KOTA
Dst .............

C. Dst. '

JUMLAH
KETERANGAN:
1) Diisi dengan tahun anggaran berkenaan (Tn)

( .......... , .................. 20. .
_2) Diisi dengan nama provinsi ti Walikota
3) Diisi dengan total penerimaan dana otsus

An Gubemur/ _Bupa /
Kolom (l) Diisi dengan nomor urut ' sekretans Daerah:
Kolom (2) Diisi dengan nama provinsi dan/ atau nama kabupaten/kota atau nama lain
Kolom (3) Diisi dengan alokasi anggaran
Kolom (4) Diisi dengan perbandingan:

-..……. pm./…,… dmana… d.…… penerimaan dana ….. ( ...... . ...... .. ......... .. ......... ...)
- untuk hari: organisasi/program/keg'atandibandingkan dengan penerimaan dana atau: pmv/kab/kota '

Kolom (5) Diisi dengan alokasi anggaran (apabila tidak ada perubahan. diisi earna dengan kolom 3)
Kolom (6) Diisi dengan realinai penyaluran
Kolom (7) Diisi dengan proaenrase perbandingan antara realisasi penyaluran dengan alokasi anggaran GUBERNUR PAPUA BARAT,
Kolom (8) Diisi dengan capaian ouput pmvinsi/kabupalen/kota atau nama lain, organisasi, pmgram dan kegiatan
Kolom (9) Diisi dengan alokmi anggaran (apabila tidak ada perubahan, diisi sama dengan kolom 5) _

Kolom (10) Diisi dengan maia”; penyaluran DR- RO '- — - -
' ' CAP/TTD

Kolom (11) Diisi dengan prosentase perbandingan antara realisui penyaluran dengan alokasi anggaran
'

,

Kolom (12) Diisi dengan capaian cupu! provinsi] kabupaten] kota atau nama lain. organisasi, program dan kegiatan
Kolom (13) Diisi dengan keterangan yang dianggap perlu DOMINGGUS MANDACAN

43


